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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KDPUTUSAN BUPA'TI PURBALINGGA

NOMOR 7OOl136 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN VERIFIKASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI/ MONITORING CENTRE FOR
PRE,WNTION DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI

DAN VERIFIKASI PENCEGAI{AN DAN PEMBERANIASAN KORUPSI
T'ERI NTEGRASI MAN ITORIN G CENTRE FOR PREVENT]O N

I(AB UPATEhI PURBALI NGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a.

b.

c.

bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana kompsi pada Pemerintahan Daerah perlu
dilakukan langkah konkrit berupa aksi pencegahan dan
penindakan secara terintegrasi yang mencakup seluruh
unsur terlcait pada. Pemerintah Daerah;

tlahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan
dan pemberantasan korupsi serta menciptakan
pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan
Verifikasi;

bahwa berdasa.rkan pertimbangern sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan humf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang 'firn Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan
Verilikasi Pencegahan Dan Pernberantasan Korupsi
Terintegr asi I Monitoring Centre For Preu entiort dan Sekretariat
Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi I Monitoring Centre For Preuention;

Menginga.t 1. Undang-Undang Nomor i3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Ind.onesia
Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan :

KESATU :

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 4\
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4 150);

4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 20L9 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tanbahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahr.m 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65731;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambaJtan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturar Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OI4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2014 Nomor 7 Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan
Verifikasi Pencegahan Dan Pemberaltasan Korupsi
Terintegrasi/ Monitoing Centre For Preuention dan
Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan
Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi/ Monitoring Centre For Preuention dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercanturn dalam
Lampiran i dan Lampiran II yang merupakar bagian yang
tidak terpisahkan dangan Keputusan Bupati ini.



KEDUA Tim sebagainlana dim.aksud da-lam Diktum Kesatu
trertugas :

a. rnen1n-rsun dan melaksanakan Program Kerja tim
koordinasi, monitoring, evaluasi dan veri{ikasi
pencegahan dan pemberantasan l<orupsi terintegrasi/
Mottitoing Centre for Preuerttiott setiap tahrrn.

b. melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas hasil
pelaksanaan rencana aksi program Pencegahan dan
Pernbe:ranta"san Korupsi Terintegrasi setiap I]:iwulan (3
bulan) rsekali.

c. men1rusun laporan atas pelaksanaan Rencana Aksi
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi dengan menginventarisasi, scan, upload
datal dokrrmen rnelalui aplikasi JAGA.ID Monitoing
Centre For Preuention (MCP) Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia setiap Tribulan (3 bulan)
sekali.

d. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan pelaksanaan dan pelaporan
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Terintegrasi.

e. berkoordinasi dengan Pihak Terkait dalam rangka
mendongkrak penilaian Monitoing Centre For Preuention
(MCP) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Sekretariat Tim Koordina.si, Monitoring, Evaluasi Dan
Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantaseur Korupsi
TerintegrasilMonitortng Centre For Preuention (MCP)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi Pencegahan dan

pemberantasan korupsi terintegrasi;

c. menyiapkan bahan pencegahan dan pemberantasan
korurpsi terintegrasi, rencana aksi, dan agenda kerja
tahunan; dan

d rnemberikan dukungan bahan kebijakan lurinnya kepada
Tim Koordinasi.

Tim Koordinasi sebagerimana dimaksud pada Diktum
Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati Purbalirrgga.

Semua biaya yang tirnbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kerbuperten Purbalingga
dan sumber-surnber dana lain yang sah.

KETIC}A :

KEEMPAT :

KEENAM :



KETTUJUH Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

tanggal

PURBAI:INGGA,
(

PRATIWI

Salinan l(eputusan Bupati ini Kepader Yth.
1 . Inspektr.rr Inspektora.t Da.erah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUI)A Kabupaten Purbalingga;
2 trlanolo RA.DDIIT TTEIA]\TflnA Tiahrrnatan Dtrrl^roli---o.

^ 
rruvql/s

4" Kepala Bzrgian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi

Dan Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi7
Il[onitoing Centre For Preuentiort Kerbupaten Purbalingga yang bersangkutan.

l[Lt

,{



LA.I\4PI'RAN I
KEPUTUSAN BUI'ATI PURI]Ai-INGGA
NOIVIOR 7OO I 136 ',l?\HUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,
MONITORING, EVALUASI DAN VERIFIKASI
PENCBGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI / MONITORING CENTRE

"F'OR PREVENTION KAE}UPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN
VITRIFIKASI PENCEGAIIAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TEzuNTEGRASI

I MO N ITORIN G CENTRE .F'OR PREVBNTIO IV KABUPATEN PURBALINGGA

NO. JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

1
,2 3

1 Bupati Purbalingga Penanggung Jawab

2 Wakil Bupati Purbalingga Penanggung .Iawab

3 Sel<retaris Daerah Kabupaten Purbalingga Ketua

4
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga Seliretaris

5 Anggota

() Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga Angg'pta

Kepa"la Baclan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengeurbangan Daerah
Kabupaten F\rrbalingga

Anggota

B
Kepala tsadan Keuangarr I(abupaten
Purbalingga Anggota

9
I(epall Badein Kepegawaian Pendidikan da"n
Pelatihan Daeratr Kabupaten trurrbalingga Anggota

10
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Furbalingga

Anggota

11
I(epala Dinas Komurrikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalinglqa

Anggota

t2 Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
Ka.bupaten Purbalingga

Anggota

13
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PISP
Kabupaten Purbalingga.

Anggota

T4
Kepala Bagian Organisasi clan Tatalaksana
Sekretariat daerah Kabupaten Pu.rbalingga.

Anggota

Asis'Len Administra.si Sekda Kabupaten
Purbalingga.



1 2 3

to Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat daerah Kabupaten Purbalingga. Anggoia

16
l{pra1a llaaian Arlminiotroci Dpmhrrnmrnan

^ vu^vBrrb

Sekretariat daerah Kabupaten Purbalingga. Anggota

.{ ut

*
PURBALINGGA,

(

PRATIWI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2022
TENl}.NG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING,
EVALUASI DAN VERIFII(ASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN I(ORUPSI TERINTEGRASI/
X/IONTI'ORING CEN'TRE F.OR PREVENTION
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN IGANGGOTAAN SEKRF]TARTAT KOORDINASI, MONI]'OzuNG, EVALUASI
DAN VERI}IIKASI PENCEGAI-IAN DAN PEMBERANTAS AN I(ORUPSI TERINTEGRASI /

MONLTORING CENTRE FOR PREVENTION
KABUPATEN PURBALINGGA

PURBALINGGA,

<.
*

NO NAMA JABATAN KTTDLTDLIi<T{N
DALAM TiM

1
YANTJAR ABIDIN, SH Inspektur Inspektorat Daerah

Kabupaten Purbalingga
lf attt q

11
A

M.SIBYANI, SH Inspektur Pernbantu Wilayah II
n.. l^ r-^--^l-+^-^r- T\^^-^Lr alLli,. t llJP(,ALLrl aa"L rzrta-(,t ta-rr

Kabupaten Purbalingga
lIr^1-:1 ll ^+-- ^YYN I\CLUA

o
Dra.. PUJI WIDIASTUTI Sekretaris Inspektorat l)aerah

Kabupaten Purbalingga
6l
DSKTCLAN}5

1+

KARTIKA RINA, S.Sos, MPA,
\,.f'-t(ll Auditor Madya pada Inspelrtorat

Daerah Kabupaten t\rrbalin gga
Anggota

5.
SETYA KURNIAWAN, SE,M.SI Auditor Muda pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Purbalingga Arlggota

b
IMAM KT.INCORO. SE I(asubbag luralisis Dan

pacia inspektorat
Kabupaten Purbalingga

Evaluasi
Daerah Anggota

7
AGUS'I'IN DIAH P, S}' Kasubbag Admr:ristrasi l*Imum Parla

Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga

Anggota

I TEGUH WAFryUDIONO, SE Perencana Muda. pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Pr-rr:balingga

Anggota

9
T)rr,1n T fnDr A ,nl /rn Tr\ c!Ti\l\rl Yr l r\u a r rvlvvv, vr /\..-l:4--- T1^--a^--^ -^l^ T*^-^l-+^-^,nLr\l.r.Lrrl r El Laz-rlrd. Pct\ra- rrroPEjs.L\Jr d.L

L)aerah Kabupaten Purbaiingga
Anggota

19f IKA Di{AYU S, AMD. AKI
Auditor
InspektoraL
Purbalingga

Pelaksana pada
Daerah Kabupaterr Anggota

,/-{ LT

G PRATIWI

b1.1


